
BEA

MATERAI

Dosen

Hj. Jeni Susyanti, SE, MM ,BKP







ada tiga cara penggunaan materai sesuai dengan

aturan baru, yaitu:

1. kombinasi materai Rp6.000 plus Rp6.000,

2. kemudian Rp6.000 plus Rp3.000,

3. atau Rp3.000 sebanyak tiga lembar.
Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Materai, poin b dan c



DEFINISI

DASAR HUKUM

SUBJEK BEA MATERAI

OBJEK PAJAK

TARIF BEA MATERAI

BENDA MATERAI

BEA MATERAI



1. Bea Meterai adalah pajak atas

Dokumen.

2. Dokumen adalah sesuatu yang

ditulis atau tulisan, dalam

bentuk tulisan tangan, cetakan,

atau elektronik, yang

dapat dipakai sebagai alat bukti

atau keterangan.

DEFINISI

Dokumen 

Benda materai 

Tanda tangan 

Pemeteraian 

kemudian 

Pejabat 



DASAR HUKUM

UU No 13 tahun 1985

stdtd

Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Bea Materai.













Bea Meterai dengan tarif 
tetap sebesar 
Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah).



Pembayaran Bea Meterai 

yang terutang pada 

Dokumen dilakukan 

dengan menggunakan:

a. Meterai; atau

b. surat setoran pajak.



Materai dapat berupa: 

a. Meterai tempel;

b. Meterai elektronik; 

c. Meterai dalam bentuk 

lain yang ditetapkan 

oleh Menteri.



a. Bea Meterainya tidak atau 

kurang dibayar; dan/atau
b. Dokumen yang digunakan 

sebagai alat bukti di

pengadilan

Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui

Pemeteraian Kemudian merupakan Pihak Yang 

Terutang



Bea Meterai yang wajib dibayar melalui 

Pemeteraian Kemudian, ditentukan sebesar:

a. Bea Meterai yang terutang atas Dokumen

yang Bea Meterainya tidak atau kurang

dibayar, ditambah dengan sanksi administratif; 

b. Bea Meterai yang terutang atas Dokumen 

yang digunakan sebagai alat bukti di

pengadilan 

Sanksi administratif sebesar 100% (seratus 
persen) dari Bea Meterai yang terutang.



Bea Meterai yang 

terutang menjadi 

kedaluwarsa setelah

jangka waktu 5 (lima) 

tahun sejak saat 

terutang.



(1) Bea Meterai yang terutang dapat diberikan 

fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea 

Meterai, baik untuk sementara waktu maupun 

selamanya, untuk:

a. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka 

percepatan proses penanganan dan pemulihan 

kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat 

bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana 

alam;

b. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan 

untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata 

bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak 

bersifat komersial;



c. Dokumen dalam rangka mendorong atau 

melaksanakan program pemerintah danl atau 

kebijakan Lembaga yang berwenang di bidang 

moneter atau jasa keuangan; dan/atau

d. Dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian 

internasional yang telah mengikat berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perjanjian internasional atau berdasarkan 

asas timbal balik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 

fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea 

Meterai diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.



Contoh pengenaan sanksi administratif Bea Meterai:

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pemungutan Bea

Meterai, ditemukan 15 (lima belas) Dokumen objek pemungutan Bea

Meterai dengan rincian sebagai berikut:

a. 1 (satu) Dokumen telah dipungut dan disetorkan ke kas negara;

b. 2 (dua) Dokumen tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara;

c. 7 (tujuh) Dokumen telah dipungut, tetapi tidak disetorkan ke kas negara;

d. 5 (lima) Dokumen tidak dipungut, tetapi disetorkan ke kas negara.

Berdasarkan data tersebut, pengenaan sanksi administratif adalah

sebesar 100 % (seratus persen) atas:

a. 2 (dua) Dokumen yang tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas

negara; dan

b. 7 (tujuh) Dokumen yang telah dipungut, tetapi tidak disetorkan ke

kas negara.

Sedangkan atas 1 (satu) Dokumen yang telah dipungut dan disetorkan

ke kas negara dan 5 (lima) Dokumen yang tidak dipungut, tetapi

disetorkan ke kas negara, tidak dikenai sanksi administratif.

Hitung Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)!



Dengan demikian, perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar (SKPKB) adalah sebagai berikut.

Bea Meterai terutang Rp150.000,00

Bea Meterai telah disetor

1 x Rp10.000,00  = Rp10.000,00

5 x Rp1O.O0O,00 = RpSO.OOO.OO + Rp 60.000,00

Bea Meterai kurang disetor

Rp 90.00O,O0

Sanksi Pasal 11 ayat (3) : 

= 100% x 9 x Rp10.O00,00 

= Rp 90.000.00 + Bea Meterai kurang disetor

= Rp 90.000.00 + Rp 90.000.00 

= Rp180.000,00



Berbasis X.509 SHA 512 (Digital Stamp/Digital

Signature)

Unik  Secure QR dengan Desain 70 persen desain

Meterai

Serial Number 22 digit alphanumerik

B E N T U K
METERAI ELEKTRONIK

M E T E R A I

Data timestamp dan lokasi pembubuhan

Hanya dapat  dibaca menggunakan aplikasi khusus /

scanner khusus

Mengikat / binding ke dokumen yang dibubuhkan

Monitoring dashboard realtime

Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang

padapenggunaannya  dilakukan dengan  cara  dibubuhkan

dokumen melalui sistem meterai elektronik.

DIGITAL BUSINESS SOLUTION

MATERAI ELEKTRONIK



DIGITAL BUSINESS SOLUTION

DESAIN Meterai Elektronik

OVERT

1.
2.

3.

Lambang Garuda

Tulisan Meterai Elektronik

Angka 10000 dan Tulisan

SEPULUH RIBU RUPIAH

Kode Unik (QRCODE)4.

COVERT

1.
2.

3.

Nomor Serial emeterai
Penanda Waktu Pembubuhan

Email Pembubuh



METERAI ELEKTRONIK

MEKANISME DISTRIBUSI METERAI ELEKTRONIK

Penyetoran

Negara

Kontrak

Pembuatan 

dan Distribusi

Deposit

PemungutanDistribusi

Distribusi dan
Penjualan

Penjualan + marginPenjualan

Penjualan

DIGITAL BUSINESS SOLUTION

Retailer

Pemungut

Bea Meterai
DistributorPERURI

Pihak yang

Terutang

Institusi

Ritel

Individu

Kas
DJP



DIGITAL BUSINESS SOLUTION

METERAI ELEKTRONIK

APLIKASI METERAI ELEKTRONIK

Supply Chain Meterai

(SCM):

Portal Point of Sales (POS): API Pembubuhan Meterai

elektronik:
Website yang mengakomodasi kebutuhan

end-user (Pihak Terhutang). Setiap AD 

(Pihak Lain) dapat memilki website POS 

sendiri. Fungsi di dalam website POS 

meliputi:

Sistem yang mengakomodasi

kebutuhan distribusi e-meterai untuk

Pihak Lain dan Pemungut. Fungsi di

dalam sistem SCM meliputi:

API untuk melakukan pembubuhan

meterai elektronik yang terintegrasi ke 

SCM dan Sistem Core Meterai elektronik 

Peruri, meliputi:

- Info e-meterai (Home, Tentang, Berita,
dll)

Registrasi / Login Akun 

Pembelian kuota e-meterai 

Pembubuhan dokumen 

Website CMS

-
-
-
-
-

User Service

Account Service 

Inventory Service 

Purchase Request (PR) 

Purchase Order (PO)

-
-
-
-

API Pembubuhan onCloud
API Pembubuhan onPremise
Stamping Docker
Stamping meterai elektronik offline

-
-
-
-



DIGITAL BUSINESS SOLUTION

METERAI ELEKTRONIK

REGISTRASI

Check &
Input Data

RegisterUpload KTPAkses
Portal POS

SuccesPilih
Registrasi



DIGITAL BUSINESS SOLUTION

METERAI ELEKTRONIK

USER JOURNEY PERSONAL

Pengguna umum dari POS.

Siapapun dapat mendaftarkan diri

sebagai User Personal.

Fitur utama:

•  Beli Kuota (Kuota Perusahaan)

•  Pembubuhan



DIGITAL BUSINESS SOLUTION

METERAI ELEKTRONIK

VERIFIKASI




